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PERATURAN DAERAL
NABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO

E bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999

‘entang Pemerintaahan Daerah. maka Daerah di beri Kewenangan
<ntuk mengurus dan mengatur Daerahnya Sendiri ;

~anhwa dengan di tetapkannya Undang -unéang Nomor 24 Tahun
<000 tentang perubahan atas Undang - undang Nemor 18 Tahun
997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Perzturan
‘aerat  yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Re!ribusi
aerah harus sesual dengan Undang - undang dimaksud.

atwa Retnbus: lzin Trayek m2rupakan salah satu Pendapatan
»ang penting guna membiayar Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan untuk mementapkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata dar bertanggung jawab,

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a b dan ¢ di
atas, maka periu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote
Ndao tentang Retribusi (zin Trayek.

| %

Undang - undang Nomor 49 Tasun 1560 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tamgahan
Lembaran Negara Nomor 2104);

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Nomor 2861);

Undang - undang Nomor t4 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480):

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

da

53 Undang - undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Repoblik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710):
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Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

.Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839),

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1009 tentang Perimbangan
Keuangan antara pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848 ),

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur
(Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4184);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan

" Lembaran Negara Nomor 33258);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang penyerahan
sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
kepada Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat I (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3527),

Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139):

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan
umum jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996
tentang penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 68 Tahun 1693 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang dijalan dengan kendaraan umum

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,

Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
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119 Tahun 1998 tentang

Dalam Negeri Nomor
Daerah Tingkat | dan

20 Keputusan Menteri
jenis — jenis Retribusi

Ruang Lingkup dan
Daerah Tingkat |I;
Ndao Nomor 3 tahun 2003

21 Peraturan Daerah Kabupaten Rote
Tata Kerja Perangkat Daerah

tentang  Struktur Organisasi dan
Kabupaten Rote Ndao.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

: MEMUTUSKAN
Qloken < PERATURAN DAERAN KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

B pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Berah adalah Kabupaten Rote Ndao
Ernerintah Daerah adalah Pemerinta

¥hala Daerah adalah Bupati.
Plabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesual

Engan peraturan Perundang — undangan daerah yang berlaku.
fadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Bmanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
Bn bentuk apapun, persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisas!
.:' sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha, atau tetap serta bentuk badan usaha

hnya.
fgkutan penumpan

h Kabupaten Rote Ndao

ndaraan bermotor yang disediakan untuk

ayaran.
tuk pelayanan jasa a

khusus yang memp

g umum adalah ke

ergunakan oleh umum dengan dipungut b
litayek adalah lintasan kendaraan umum un

fobil bus. mobil penumpang dan angkutan ) _
Berjalanan tetap. Lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwa

Bin Trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angk

Kendaraan umum dalam trayek tetap dan tertentu.
Bin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada
- miliki 1zin trayek untuk menggunakan kendaraannya m
Pang telah dimiliki.
fobil penumpang adalah setiap kendaraan ber
anyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempa
flengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagas!
Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
fEmpat” duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik

Berlengkapan pengangkutan bagas!.
fingkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang di
: ,’mum mengangkut orang untuk keperiuan khusus atau untu

ngkutan orang dengan
unyai asal dan tujuan
| dalam wilayah daerah
utan orang dengan

perusahaan angkutan yang telah
enyimpang dari izin trayek

motor yang dilengkapi sebanyak
{ duduk pengemud! bait

lebih dari 8 (delapan
dengan maupun tanpa

sediakan untuk dipergunakan oleh
k mengangkut barang -



Mbusi Perisinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu adalah retribusi atas
iBtan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
i badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian,
fiGawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
dng, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
imenjaga kelestarian lingkungan.
Bibusi 1zin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas
Mberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan
A\'itan penumpang umum pada beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
‘; retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang -
Fangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
52 retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bag!
fib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.
fiat Pendaftaran obyek retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD
Blah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi
Pwaijib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
BliUrut Peraturan Perundang - undangan retribusi Daerah.
it ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat
Bingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumiah retribusi
g terutang.
ftat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat
[igkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah
Ifibusi yang telah ditetapkan.
fat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
KROLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
_'busi karena jumiah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau

frat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat
fluk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi retribusi dan atau dan atau sanks!
Biministrasi berupa bungan dan atau denda.

Wrat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD
MU dokumen lain yang dipersamaan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib
RElribusi.

REmeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, . mengumpulkan dan
iengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan
él Emenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Peraturan Perundang -
Bhdangan retribusi Daerah.

Eenyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang
flakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik,
fhtuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
idana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2
bus yang seluruh kegiatan operasinya

melakukan kegiatan angkutan perkotaan/
tur harus mendapat izin terlebih dahulu dari

§) Setiap mobil penumpang atau mobil
. diwilayah Kabupaten Rote Ndao atau
pedesaan pada Trayek tetap dan tera

Bupati Kepala Daerah.

) Izin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pengusaha yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat — syarat yang telah ditetapkan.

8) Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam

waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Y —————
——



Pasal 3

0k a waktu berlakunya izin tra 'm -
yek sebagaimana dim
B2t ini selama 1 (satu) tahun, g Imaksud pada pasal 2 Peraturan

Pasal 4

i

- I 8 wakiu berlalunya izin Insidentil adalah sekali perjalanan.

BAB 1]
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

E Pasal 5 .

Blian nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian
Bevek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan

;pang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam
SIgin Daerah

8
b
L]

,‘ g ‘ Pasal 6

e -
< \“_

j‘retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang
l¥pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah
0

\
Pasal 7
geretribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin trayek

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

'l_lzm Trayek digolongkan sebagai. retribusi perizinan tertentu

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal ¢

Epenggunaan jasa diukur berdasarkan jumiah seat yang diberikan dan jenis
.'_.‘umum penumpang.

BAB Vi
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

sip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan
ita tujuan menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian
fitrayek

Bjd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi komponen biaya survei
faingan dan biaya transportasi dalam angka pengendalian dan pengawasan

i



BAB VIi '
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Btruktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya
gkut.

Blruktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

Mobil Mini Bus Umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar
i 'Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

g Mobil Bus Umum dengan kapasitas 13 — 17 tempat duduk, sebesar Rp. 70.000 -
¢ (Tujuh puluh ribu rupiah)

& Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 - 40 tempat duduk, sebesar Rp. 80.000 -
:(Delapan puluh ribu rupiah)

- Mobil Bus Umum dengan kapasitas 24 — 40 tempat duduk, sebesar Rp. 90.000,-
E (Sembilan puluh ribu rupiah)

Blruktur dan besarnya tarif izin insidentil sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir
il Peraturan Daerah ini sebesar

¥ Rp 5 000 (Lima puluh ribu rupiah) sekali perjalanan untuk trayek pedesaan.

% Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) sekali perjalanan untuk trayek angkutan Kota
& dalam Kabupaten.

® Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) sekali perjalanan untuk trayek angkutan
E Kota dan Propinsi.

BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
l i yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin trayek diberikan.
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13
:tribusn adalah jangka waktu yang lama 1 (Satu) tahun.
Pasal 14

FUtangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

Biib retribusi wajib mengisi SPDORD
DQRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas,
'ar dan lengkap serta ditandatangani oleh waijib retribusi atau kuasanya.

tuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana
Yaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

)




BAB Xl
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

fbrdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan
Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
flipabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang
ffmula belum terutang yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka
lkeluarkan SKRDKBT.

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
lEebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud

fada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. R

BAB Xil
TATA CARA PEMUNGUTAN

‘ Pasal 17

mungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
RBlribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
flan SKRDKBT.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

) hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar
Bkan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan
flisi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

mbayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

[Xeirbus: terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
BKROKBT strd, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi
lang harus dibayar betambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi
apat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

enagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
ihdangan yang berlaku.

e
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BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 21

keberatan hanya kepada Bupati atéu pejabat yang
lain yang dipersamakan, SKRDKBT. ¢an SKRDLB.
am bahasa Indonesia dengan disertal, alasan-

Waijib retribusi dapat mengajukan
Bitunjuk atas SKRD atau dokumen
Beberatan diajukan secara tertulis dal
lasan yang jelas.

jalam hal wajib retribusi mengaju
Blribusi harus dapat membuktikan ketidakb

kan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib
enaran ketetapan retribusi tersebut.

u paling lama 2 (dua).bulan sejak tanggal
BKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tertentu dapat mengajukan bahwa
ngka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

eberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
§an (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan

Benagihan retribusi.
Pasal 22

#Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatar:
Yiterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian
Fienolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
fpabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
liak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

,ikabulkan

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran retribusi, waijib retribusi dapat mengajukan permohonan

Mengembalian kepada Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling
Bermohonan kelebihan pembayaran retri

barus memberikan keputusan.
Bpabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi

ianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
L satu) bulan.
fipabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Botribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
Belunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
\pabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka
BWiaktiu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
Sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
busi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



§

Pasal 24

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
a. Nama dan alamat waijib retribusi
b. Masa retribusi
‘¢. Besarnya kelebihan pembayaran.
i d. Alasan yang singkat dan jelas.
) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara
- langsung atau melalui Pos tercatat.
) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan
; bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
k

Pasal 25

. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah

E membayar kelebihan retribusi.

il Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya
i sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pembayaran dilakukan dengan cara

- pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIiI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

Ik Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

¥ Pemberian Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayal
L (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur

} Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikar
kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dar:

§ atau kerusuhan
& Tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

’ BAB XiX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

kHak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaul jangka
bwaktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi. kecuali apabila wajib
kretribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

fKadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
fapabila

2. Diterbitkan Surat Teguran atau

b, Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.




BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

lajib ratribusi  yang tidak melaksanakaan kewajibannya sehingga merugikan
Buangan Daerah diancam. pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
aling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

indak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI ' .
PENYIDIKAN

Pasal 29

enyidik Pegawal Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipll tertentu

ir

Hilinkungan Pemerintah Daerah diberi- wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

@helakukan penyidikan tindak Pidana Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

BAcara Pidana

iVewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

_ Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana perpajakan daerah tersebut.
Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

¢ dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
~ Memeriksa buku - Dbuku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lair serta

melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukaan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti

tersebut.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

t pidana dibidang perpajakan Daerah.
b, Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau

k' dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
Eh  Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/ saksi.

Menghentikan penyidikan.

 Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

L dan menyampaikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
[ dalam Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

E Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenal

. pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

g Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang
mengatur tentang retribusi izin trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

’ l()




Pasal 31

llian Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Betiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah
figan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan.di Ba'a
e/';gngg T8\ Juni 2004
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 25 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah mengisyratkan perlu melakukan penataan sumber —
sumber Penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah
Otonom. Dengan berlakunya Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan yang mengatur
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang -
undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dawan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi |zin Trayek

. Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 31 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 029.




